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Segala puji dan syukur praktikan panjatkan atas kehadiran Allah SWT 
yang telah melihmpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan susunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tepat pada 
waktunya. 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu matakuliah wajib yang 
ditempuh oleh praktikan di Program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun 
sebagai bukti hasil melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang telah dilaksanakan 40 hari kerja atau kurang lebih dua bulan di 
Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. Penyusunan laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Ahli 
Madya. 
 Selama melakukan praktik dan mensyusun Laporan Praktik Kerja 
Lapangan, praktikan mendapat dukungan serta bimbingan dari beberapa 
pihak sehingga praktikan dapat menyusun dan juga menyelesaikan Laporan 
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Dalam penyusunan laporan ini, praktikan menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena 
itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat praktikan harapkan 
guna terciptanya perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan 
ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bagi penulis khususnya. 
Serta semua bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh 
beberapa pihak iyu akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.  
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A. Latar Belakang PKL 
Pada tahun 2015 lalu, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai 
berlaku. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga 
sektor lainnya. Persaingan di dunia kerja pun semakin ketat, karena persaingan yang 
dilakukan bukanlah hanya dengan orang orang di satu negara, melainkan dengan 
ribuan bahkan jutaan orang dari negara asing. Salah satu modal yang harus dimiliki 
seseorang agar menjadi sumber daya manusia yang berkompeten yaitu dengan 
memiliki pendidikan.  
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang amat penting dimasa kini, karena 
melalui pendidikan seseorang mampu menjadikan dirinya menjadi pribadi yang 
dapat diandalkan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka 
semakin tinggi pula tingkat keberhasilan suatu instansi di bidang pendidikan 
menghasilkan lulusan lulusan yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 
semua universitas dalam membantu mahasiswanya untuk mengolah kemampuan dan 
kepiawannya dalam suatu bidang yang mereka tempuh.  
Salah satu mata kuliah yang dinilai dapat mengembangkan wawasan, 




kerja adalah dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Dimana setiap 
mahasiswa yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan dituntut harus mampu 
mengembangkan dirinya sendiri untuk bersosialisasi dan mempraktikan secara 
langsung ilmu yang sudah didapatkan semasa kuliah ke dunia kerja. Secara garis 
besar, pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian 
materi praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat 
memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka 
mahasiswa tentunya perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung di instansi atau 
lembaga - lembaga yang berkaitan dengan program studi yang ditempuh. 
Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam 
penyelesaian program pendidikan Diploma III Akuntansi. Melalui Praktik Kerja 
Lapangan ini, mahasiswa UNJ diharapkan akan dapat mengaplikasikan apa yang 
mereka telah pelajari pada masa perkuliahan dan menerapkannya ke dalam 
lingkungan kerja, dan juga sebagai pelatihan agar dapat menjadi lulusan lulusan yang 
mampu menyelami persaingan dunia kerja.  
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan program studi 




2. Memberikan gambaran umum juga pengalaman kepada mahasiwa tentang 
kondisi yang sebenarnya di Pengadilan Pajak. 
3. Membantu mahasiwa untuk mendapatkan gambaran mengenai cara kerja yang 
baik dan disiplin, sehingga kelak mahasiswa dapat menjadi pekerja yang handal 
dalam bidangnya serta mampu untuk menembus ketatnya persaingan di dunia 
kerja. 
Adapun tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang 
dimiliki oleh mahasiswa. 
2. Mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan 
siap di dunia kerja. 
3. Untuk mengimplementaasikan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama 
perkuliahan tidak hanya sebatas teorinya saja tetapi dapat mempraktikkan secara 
langsung. 
 
C. Kegunaan PKL 
Dalam program PKL ini diharapkan praktikan dapat bermanfaat bagi Fakultas 
Ekonomi serta lembaga tempat praktik. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain: 




a. Mendapatkan kesempatan juga sarana bagi praktikan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kreatifitas di bidang akuntansi perpajakan di Pengadilan 
Pajak. 
b. Meningkatkan kemampuan bersosialiasi dan persiapan dalam penyesuaian 
diri praktikan di lingkungan kerja mendatang. 
c. Melatih kedisiplinan praktikan dan juga tanggung jawab dalam menjalankan 
suatu pekerjaan yang diamanahkan. 
 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat praktik agar lulusan 
Universitas Negeri Jakarta dapat dengan mudah memasuki dunia kerja. 
b. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 
mengimplementasikan teori teori yang telah didapatkan pada perkuliahan. 
c. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas agar Universitas 
Negeri Jakarta menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap bersaing di 
dunia kerja. 
 
3. Bagi Pengadilan Pajak  
a. Dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 




b. Memungkinkan perusahaan merekrut mahasiswa-mahasiswa UNJ yang 
berkompeten untuk ditempatkan ke dalam perusahaannya. 
c. Berpartisipasi utuk menyiapkan calon tenaga kerja yang professional dalam 
bidangnya. 
 
D. Tempat PKL 
Tempat praktikan melaksanakan PKL adalah di Pengadilan Pajak dan 
Sekretariat Pengadilan Pajak, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Praktikan memilih 
Pengadilan Pajak sebagai tempat melaksanakan PKL karena sesuai dengan bidang 
perkuliahan yang sedang ditempuh dan ingin mengetahui lebih banyak tentang 
Pengadilan Pajak. Selain itu, tempat ini merupakan hasil rekomendasi dari kerabat 
praktikan. 
Adapun nama instansi pemerintah Pengadilan Pajak beserta alamat 
lengkapnya: 
Nama Instansi : Pengadilan Pajak 
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat 
Telepon : (021) 29806333  
Fax  : (021) 29806334  
Website : http://www.setpp.kemenkeu.go.id 







E. Jadwal Waktu PKL 
Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahapan yang harus 
dilalui. Berikut tahapan – tahapan yang dilalui oleh praktikan, yaitu : 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang akan 
ditujukan ke Pengadilan Pajak. Setelah surat permohonan izin pelaksanaan PKL 
selesai dibuat oleh BAAK, kemudian praktikan langsung mengirimkan surat 
tersebut lewat JNE ke bagian kepegawaian Pengadilan Pajak.  
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak dimulai tanggal 10 Juli 
2017 sampai dengan 1 September 2017 dan dilaksanakan setiap hari kerja. Senin –
Jumat pukul 07.30 s.d pukul 17.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-
13.00 WIB. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tersebut dilakukan selama 40 hari 
kerja sampai dengan tanggal 1 September 2017. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan di Pengadilan Pajak, praktikan harus menggunakan pakaian yang telah 
ditentukan oleh Pengadilan Pajak yaitu pada hari senin dan rabu memakai baju 
putih dan apabila berhijab memakai hijab merah, selasa dan jumat memakai 




bahan. Setiap harinya praktikan mempersiapkan dan juga mereview kesiapan bahan 
sidang sampai dua minggu kedepan, dan administrasi administrasi lain. 
3. Tahap Pelaporan 
Dalam proses penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan 
menyusun  berdasarkan apa yang telah praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL 
di Pengadilan Pajak. Penyusunan  laporan PKL ini merupakan salah satu syarat 
kelulusan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Laporan yang disusun praktikan dimulai dengan tahap pengumpulan data 
yang diperlukan sebagai bukti pekerjaan yang praktikan lakukan selama kegiatan 
PKL. Pengumpulan data-data tersebut dimulai sejak praktikan menjalankan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan proses pembuatan laporan ini. 






TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK 
 
A. Sejarah Pengadilan Pajak 
Untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa pajak yang 
berlarut dan adanya kemungkinan akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian 
hukum, pemerintah membentuk suatu institusi/lembaga peradilan dan beberapa kali 
diubah. Secara historis perkembangan institusi-institusi peradilan perpajakan adalah 
sebagai berikut: 
1. Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) 
Untuk membatasi sengketa yang timbul, para wajib pajak yang tidak 
menerima atau menolak ketetapan pajak yang diterbitkan, maka diberi solusi 
melalui dengan diadakannya Institusi Pertimbangan Pajak (IPP). Lembaga ini 
didirikan pada tahun 1951 yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). 
2. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) 
Seiring menigkatnya pertumbuhan bisnis dan jumlah Wajib Pajak, masalah 
perselisihan pajak pun menjadi semakin banyak dan menumpuk. maka dari itu 
pemerintah pun membentuk Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagai 





Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dalam Undang-Undang No.6 
Tahun 1983 walaupun masih diakui tetapi kedudukannya secara yuridis lemah 
karena hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan. 
3. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) 
Untuk memberikan warna yang lebih jelas bagi institusi penyelesaian 
perselisihan pajak, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah 
suatu badan yang menjalankan fungsi peradilan yakni Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak atau disingkat BPSP. Badan ini mempunyai kewenangan yang 
lebih luas dan dimaksudkan sebagai pengganti Majelis Pertimbangan Pajak dan 
penguatan lembaga yang menangani persengketaan perpajakan. Selain 
memeriksa dan memutus masalah sengketa pajak, BPSP juga memutus hal yang 
mencakup bidang kepabeanan dan cukai. 
4. Pengadilan Pajak (PP) 
Akhirnya pada tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak (PP) 
menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2002. Undang-Undang No.14 Tahun 2002 
tersebut dimaksudkan sebagai penyempurna Undang-Undang No.17 Tahun 1997.  
Tujuan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan 
perlindungan bagi rakyat yang lebih baik. Fungsi perlindungan bagi rakyat ini 
sangat penting mengingat pemerintah selaku penguasa memiliki kewenangan 
atas hukum publik yang istimewa yang dengan itu dapat menentukan secara 




rakyat harus mendapatkan sarana perlindungan hukum yang memadai. Salah satu 
sarana khususnya di bidang pajak adalah Pengadilan Pajak ini.  
Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini berkedudukan di Ibukota Negara 
(Pasal 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2002. Dengan demikian, Pengadilan 
Pajak itu selalu ada di Jakarta apabila Ibukota Negara tidak dipindahkan. 
UndangUndang No.14 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pada 
hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. 
Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat 
penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal 
ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. 
 
Visi dan Misi Pengadilan Pajak 
1. Visi Pengadilan Pajak: 
 Menjadi Penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju  
terwujudnya visi Kementrian Keuangan. 
2. Misi Pengadilan Pajak: 
a. Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan; 
b. Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja; 
c. Menyediakan sumber daya manusia terbaik di kelasnya; 
d. Membangun system informasi manajemen yang terintegrasi sempurna; dan  





Seperti yang diketahui, sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 
Pengadilan Pajak di Indonesia berada di bawah pembinaan dua atap, yaitu oleh 
Kementrian Keuangan dan Mahkamah Agung. Pembinaan teknis peradilan dilakukan 
oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan 
keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementrian Keuangan, dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai unit eselon II di lingkungan 
Kementrian Keuangan. Namun, pembinaan oleh Mahkamah Agung dan Kementrian 
Keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Pengadilan Pajak dalam 
memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak dipimpin oleh Ketua 
Pengadilan Pajak sedangkan Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang 
sekretaris atau dalam jabatan yudikatif disebut dengan Panitera. 
 
B. Struktur Organisasi 
Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang Sekretaris. Struktur 
organisasi pada Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dijelaskan sebagaimana dituangkan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.1 /PMK.01 /2014 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak, terdiri dari: 
(a) Sekretaris; (b) Wakil Sekretaris; (c) Bagian Umum; (d) Bagian Administrasi 
Sengketa Pajak; (e) Bagian Administrasi Putusan Dan Monitoring; (f) Bagian 




Informasi dan Komunikasi; (h) Sekretaris Pengganti; dan (i) Kelompok Jabatan 
Fungsional. 
Setiap Bagian tersebut membentuk Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan 
Pajak seperti digambarkan pada Lampiran 7. Penjelasan mengenai tugas setiap bagian 
dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 558 
/KM.1/2015 Tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat 
Pengadilan Pajak sebagai berikut: 
1. Sekretaris dan wakil sekretaris  mempunyai tugas: 
a. Menetapkan rencana kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
b. Mengkoordinasi pelaksanaan resume putusan dan usulan Yurisprudensi. 
c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan dibidang 
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. 
d. Membina para pejabat dan pegawai bawahan di lingkungan Sekretariat 
Pengadilan Pajak untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 
e. Mengkoordinasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat 
Pengadilan Pajak untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 
2. Bagian umum mempunyai tugas: 
a. melaksanakan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan,  
b. protokoler,  
c. perencanaan dan pengelolaan keuangan,  




e. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga. 
3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak mempunyai tugas  
a. Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding 
dan/atau gugatan. 
4. Bagian Administrasi Putusan dan Monitoring mempunyai tugas  
a. Melaksanakan administrasi putusan sengketa pajak,  
b. pelayanan persidangan,  
c. monitoring. 
5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi mempunyai 
tugas: 
a. melaksanakan pelayanan di bidang administrasi Peninjauan Kembali,  
b. dokumentasi berkas putusan dan kepustakaan,  
c. administrasi yurisprudensi dan/atau pengelolaan risalah putusan. 
6. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan tugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
7. Sekretaris Pengganti mempunyai tugas kepaniteraan yang terdiri dari; 
a. penelitian/telaahan, koordinasi, dan pelaporan tugas-tugas 
administrasi persidangan,  
b. pelaksanaan persidangan,  
c. administrasi penyelesaian putusan sengketa pajak, dan monitoring 
d. penanganan/penyelesaian sengketa pajak. 




a.  Melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perUndang-
Undangan. 
 
C. Kegiatan Umum Pengadilan Pajak 
Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, 
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 
bagi wajib pajak/Penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. 
Sengketa pajak yang dimaksud adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan 
antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak. 
Upaya hukum penyelesaian sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Direktur 
Jendral Pajak/Direktur Jendral Bea & Cukai, dan Pemda di Pengadilan Pajak terdiri 
dari dua upaya, yaitu penyelesaian dengan banding atau dengan gugatan. Pasal 1 
angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
Sengketa pajak adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan 
antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai 
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada 
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 
Menurut UU Pengadilan Pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat 




dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jendral Pajak/Direktorat Jendral Bea dan Cukai/Pemerintah Daerah. Gugatan adalah 
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak 
terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A.  Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Pajak 
Jakarta Pusat. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 40 hari kerja (2 
bulan). Praktikan ditempatkan di bagian Majelis XIVB dengan hari sidang normal 
(harsinom) Rabu. Praktikan ditempatkan di Majelis XIVB yang bertugas menangani 
sengketa-sengketa pajak di bidang pajak. Dalam pengadidlan pajak, terdiri dari 20 
Majelis yang terbagi tugasnya, yaitu 16 Majelis bertugas menyelesaikan sengketa 
pajak dan 4 Majelis yang bertugas menyelesaikan sengketa bea dan cukai. Produk 
utama dari tiap Majelis ialah putusan, maka setiap hal yang menjadi syarat suatu 
putusan dan rangkuman atas jalannya persidangan dan pembuktian harus dirangkum 
dengan tepat untuk selanjutnya di kirim ke Mahkamah Agung dan pihak yang 
bersengketa. 
Proses penyelesaian sengketa pajak terbagi dalam tiga tahap, yaitu  
prapersidangan oleh Bagian Umum dan Bagian Bagian Administrasi Sengketa Pajak. 
Proses persidangan yang dilakukan oleh Sekretaris Pengganti bersama dengan 
Majelis Hakim yang terdiri dari satu Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota. Serta 
proses terakhir yaitu pascapersidangan yang dilakukan oleh Sekretaris Pengganti 




Pada saat prapersidangan, praktikan merapikan dan menyiapkan berkas yang 
akan digunakan saat proses persidangan. Pada saat proses persidangan, praktikan 
merekam dan mencatat hal hal apa saja yang sekiranya penting untuk nantinya akan 
dipakai sebagai bahan pembuatan Berita Acara Sidang (BAS). Selanjutnya pada saat 
pascapersidangan, praktikan membuat Berita Acara Sidang yang telah dilakukan 
proses persidangannya.  
Praktikan dalam melaksanakan tugas diberi bimbingan oleh wakil panitera 
pengganti yang bernama Ibu Ajeng Loshita Sari. Adapun tugas yang dilakukan oleh 
praktikan selama melakukan PKL di instansi tersebut sebagai berikut: 
1. Melakukan Verifikaasi (Pengecekan) Ketentuan Formal Pemohon Banding  
2. Mengarsipkan Berkas untuk Persidangan 
3. Membuat Berita Acara Sidang 
4. Merekapitulasi Matriks Sengketa 
 
B.  Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan praktik kerja di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, praktikan 
harus memahami alur kerja yang digunakan dan memahami berkas – berkas yang 
akan digunakan selama PKL. Praktikan dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman 
yang cukup untuk mengerjakan tugas – tugas yang diberikan. Praktikan ditempatkan 
di bagian Majelis XIVB (bagian pajak), yang dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan 




Pada hari pertama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menemui 
officer di bagian kepegawaian untuk konfirmasi diri dan mengetahui dibagian mana 
praktikan akan bertugas. Selanjutnya praktikan diantar oleh officer bagian 
kepegawaian ke Majelis XIVB dan di perkenalkan kepada Kepala Majelis XIVB atau 
biasa disebut Panitera Pengganti, yang merangkap juga sebagai Sekretaris Pengganti, 
dan juga diperkenalkan dengan pegawai yang ada pada Majelis XIV. Setelah itu 
praktikan diberikan pengarahan mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku, lalu 
praktikan diberi bimbingan awal sebelum mengerjakan tugas – tugas yang akan 
diberikan pembimbing. Berikut tugas – tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. 
 
1. Melakukan Verifikasi (Pengecekan) Pemenuhan Ketentuan Formal Pemohon 
Banding 
Dalam pelaksanaan PKL di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, praktikan diminta 
untuk memverifikasi pemenuhan ketentuan formal yang ada di risalah sengketa 
banding. Risalah sengketa banding yaitu bahan utama dalam persiapan sidang bagi 
Majelis Hakim yang berisi rangkuman tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh 
Majelis mengenai sengketa sebelum persidangan dimulai.  
Dalam memverifikasi apakah pemohon banding telah sesuai dengan ketentuan 





a. Langkah pertama yang praktikan lakukan dalam mengecek pemenuhan ketentuan 
formal yang diajukan pemohon banding di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, yaitu 
praktikan mempersiapkan Personal Computer, berkas-berkas yang akan di check 
oleh praktikan, dan juga Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak. 
b. Kemudian praktikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal pengajuan 
banding dengan berkas Surat Banding, apakah telah sesuai dengan amanat Undang 
Undang Nomor 14 Pasal 35, 36, 37, 38, dan Pasal 39 Tahun 2002 atau tidak. 
(Lihat Lampiran 8) 
c. Lalu pratikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan 
dengan berkas Surat Keberatan yang berisi keberatan pemohon banding terhadap 
nilai yang akan di ajukan banding apakah telah sesuai dengan undang undang yang 
berlaku atau tidak. 
d. Setelah itu, praktikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal penerbitan 
keputusan terbanding yang merupakan jawaban dari Surat Keberatan pemohon 
banding, dengan berkas Surat Keputusan, apakah telah memenuhi ketentuan 
formal yang berlaku atau tidak. 
e. Selanjutnya, praktikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak yang menjadi alasan dari Surat Keberatan yang di ajukan 
oleh pemohon banding. Pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak pun dilihat dari Undang Undang atau dari ketentuan-ketentuan yang telah 




f.  Setelah selesai menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal, praktikan memberikan 
hasil pekerjaan yang telah praktikan kerjakan kepada pembimbing untuk diperiksa 
dan dilanjutkan oleh pembimbing. 
2. Mengarsipkan Berkas untuk Persidangan 
Sebelum hari sidang normal yang dilaksanakan setiap hari rabu, praktikan 
mengarsipkan data data yang dibutuhkan saat persidangan akan berlangsung. Dalam 
satu berkas persidangan, dibutuhkan satu bundel kertas yang berisi: 
a. Dalam satu berkas persidangan, dibutuhkan satu bundel kertas yang berisi:  
i. Verbal (Lihat Lampiran 9), befungsi sebagai cover dari satu bundel kertas 
tersebut 
ii. Rencana Umum Sidang (Lihat Lampiran 10), berisikan tentang jadwal 
sidang dan nama PT yang akan mengikuti sidang 
iii. Surat Undangan Sidang (pemohon banding dan terbanding), surat 
undangan yang diberikan Pengadilan Pajak kepada Pemohon Banding dan 
Terbading  
iv. Laporan Risalah Sidang (Lihat Lampiran 11), yaitu laporan yang berisi 
tentang penjelasan secara singkat hasil sidang sebelumnya  
v. Surat Tugas (Lihat Lampiran 12), surat yang diperlukan agar pengemban 
tugas memperoleh pengesahan formal terhadap tugas yang harus 
dilaksanakannya. 
b. Kemudian setelah satu bundel kertas selesai, praktikan mulai mengurutkan 




c. Setelah pengarsipan tersebut selesai, berkas tersebut siap (Lihat Lampiran 13) 
untuk diantarkan dan digunakan pada saat proses persidangan. 
 
 
3. Membuat Berita Acara Sidang (BAS)  
Praktikan diberikan tugas oleh pembimbing untuk membuat Berita Acara Sidang 
dalam persidangan yang diadakan oleh Majelis XIVB yang diadakan setiap hari rabu. 
Menurut Undang Undang Pasal 85 angka 1 Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak, dasar pembuatan Berita Acara Sidang  yaitu yang berbunyi “pada 
setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat 
segala seustau yang terjadi dalam persidangan.” 
Berita Acara Sidang (BAS) berguna untuk mengetahui bagaimana jalannya 
persidangan yang terjajdi antara Terbanding dan Pemohon Banding. Apabila hasil 
persidangan cukup maka akan dibuat Berita Acara Sidang ucap yang berisi 
pernyataan Majelis hakim bahwa sidang telah selesai, dan putusan yang berisi hasil 
diskusi dari Majelis hakim ketua dan anggota. 
Praktikan ditugasi untuk membuat Berita Acara Sidang dengan langkah sebagai 
berikut (Lihat Lampiran 14): 
a. Langkah pertama yang Praktikan lakukan dalam membuat Berita Acara Sidang di 
Majelis XIVB Pengadilan Pajak yaitu dengan memepersiapkan alat tulis sebagai 




b. Lalu Praktikan menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan 
untuk amanat pasal 85 angka 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 
Pengadilan Pajak. 
c. Setelah sidang selesai, Praktikan mempersiapkan Personal Computer dan juga 
rekaman tentang persidangan yang akan dibuat berita acaranya. 
d. Lalu praktikan membuka Ms. Word untuk membuat Berita Acara Sidang seperti 
yang telah diajarkan oleh Pembimbing di Majelis XIVB Pengadilan Pajak.  
e. Kemudian praktikan mulai menyusun Berita Acara Sidang dengan melihat catatan 
yang telah praktikan tulis selama persidangan dan juga mendengarkan rekaman 
jalannya sidang untuk melengkapi bagian yang tidak sempat tercatat dalam 
penulisan catatan tersebut.  
f. Penyusunan Berita Acara Sidang dimulai dengan perkenalan dan pengecekan 
surat tugas kuasa hukum, apakah telah sesuai dengan yang Pemohon Banding 
ajukan atau tidak. 
g. Selanjutnya praktikan mulai menulis jalannya persidangan, dimulai dari apa yang 
menjadi pokok sengketa yang terjadi antara Pemohon Banding dan Terbanding. 
h. Kemudian dilanjut dengan pernyataan Majelis Hakim untuk meneruskan ke 
persidangan selanjutnya atau mencukupkan sidang yang telah berlangsung. 
i. Setelah selesai membuat Berita Acara Sidang, praktikan memberikan hasil 





4. Merekapitulasi Matriks Sengketa 
 Berita acara sidang ada dua jenis, yaitu Berita Acara Sidang yang dicukupkan 
dan yang ditunda. BAS yang dicukupkan berisi tentang rangkuman jalannya 
persidangan yang telah dilaksanakan, dari rangkuman itulah muncul matriks 
sengketa. Matriks sengketa berisi tentang rekapitulasi nilai nilai yang digunakan oleh 
pemohon banding dalam mengajukan banding sampai dengan pada saat hakim 
memberikan putusan. 
 Praktikan melakukan rekapitulasi nilai yang menjadi dasar pengajuan banding 
pemohon banding dari awal hingga sampai hakim memberikan putusan dengan tahap 
sebagai berikut: 
a. Langkah pertama yang praktikan lakukan dalam merekapitulasi matriks sengketa 
pemohon banding di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, yaitu praktikan 
mempersiapkan Personal Computer dan berkas-berkas yang akan di rekap oleh 
praktikan. 
b. Setelah itu, praktikan membuka Microsoft excel dengan format yang telah 
disediakan oleh pembimbing.  
c. Selanjutnya, praktikan menginput data dari SPT, SKPKB, Surat Keberatan, dan 
Nilai yang disetujui oleh pemohon banding dalam keberatan ke format yang telah 
disediakan oleh pembimbing. 
d. Kemudian praktikan mulai menghitung data yang telah disediakan dari nilai SPT 




e. Kemudian praktikan menginput data sesuai dengan keputusan hakim yaitu 
mengabulkan sebagian dan menolak sebagian.  
 
Tabel 1 matriks sengketa 
 
 
f. Setelah selesai merekapitulasi matriks sengketa, praktikan memasukan data 
sesuai yang telah dikabulkan oleh hakim yang kemudian akan dikirimkan ke 
pemohon banding. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, 




diri praktikan sendiri namun juga berasal dari tempat praktikan melaksanakan PKL. 
Adapun kendala yang dimaksud diantaranya: 
1. Praktikan mengalami kesulitan pada saat awal masuk PKL karena praktikan harus 
memahami pajak secara luas termasuk juga dalam bidang hukum pajak, yang 
merupakan ilmu baru bagi praktikan. Sehingga praktikan membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk mempelajari bidang baru tersebut. 
2. Banyaknya Pemohon Banding yang terkadang bahasanya sulit dimengerti oleh 
praktikan pada saat persidangan sehingga menyebabkan praktikan sulit untuk 
mengerjakan Berita Acara Sidang. 
3. Banyaknya berkas yang berserakan disekitar meja praktikan sehingga 
menyebabkan praktikan kesulitan dalam mencari berkas yang sedang dibutuhkan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 Dengan melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan maupun 
instansi tempat praktikan melaksanakan PKL, perlu dilakukan berbagai cara untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: 
1. Praktikan harus menerapkan sistem kerja yang cepat dan tepat, agar penyelesaian 
terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing tidak memakan waktu yang 
lama. Praktikan juga harus aktif untuk go searching dalam mempelajari hal hal 




2. Praktikan harus lebih aktif bertanya kepada pembimbing terhadap apa yang 
sedang dibicarakan oleh Pemohon Banding kepada Majelis Hakim dan 
Terbanding pada saat sidang berlangsung. 
3. Praktikan harus rajin merapikan berkas dan telaten dalam mengelompokan setiap 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Mata ajar Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu mata kuliah yang ada pada 
kurikulum D3 Akuntansi, dan harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah ini 
merupakan salah satu syarat kelulusan yang diterapkan oleh Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di jurusan yang praktikan ambil yaitu jurusan 
Akuntansi. 
Mata kuliah ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri 
Jakarta agar dapat membantu mengolah kemampuan dan kepiawannya dalam satu 
bidang yang mereka tempuh.  
Mata kuliah ini dinilai dapat mengembangkan wawasan, keterampilan, dan 
kreativitas seorang mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, sebagai 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, praktikan diwajibkan untuk melaksanakan 
PKL agar dapat mengembangkan serta mengaplikasikan teori-teori yang praktikan 
dapat selama perkuliahan ke dunia kerja yang sebenarnya. 
Kegiatan PKL ini dilakukan oleh praktikan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, 
selama 40 hari kerja atau 2 bulan masa praktik. Praktikan mendapatkan banyak 




pentingnya kedisiplinan waktu, lebih cepat tanggap, tanggung jawab, sopan santun, 
dan lain-lain yang sifatnya berhubungan langsung dengan etika.  
Dalam pembelajaran ini sangatlah berguna untuk kedepannya atau sebagai 
bekal dalam bersosialisasi dilingkungan pekerjaan. Dengan mengacu pada uraian 
diatas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mampu mengikuti dan mempelajari tugas-tugas setiap kegiatan 
prapersidangan, proses persidangan, dan juga pascapersidangan yang 
berlangsung di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat yang dilaksanakan setiap 
harsinom yaitu hari rabu. 
2. Praktikan dapat mengetahui pembuatan matriks sengketa yang nantinya akan 
dipakai oleh Majelis hakim dalam pembuatan putusan.  
3. Produk utama dari tiap Majelis adalah putusan maka setiap hal yang menjadi 
syarat suatu putusan dan rangkuman atas jalannya persidangan dan pembuktian 
harus dirangkum dengan tepat untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung, 
dan pihak yang bersengketa.  
4. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini banyak memberikan manfaat terutama bagi 
mahasiswa untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi kerja yang sebenarnya 
pada intansi tempat mereka melaksanakan PKL, dan juga menambah wawasan 
mahasiswa tentang pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing masing 
5. Praktikan dapat mengetahui bagaimana kegiatan umum instansi pemerintah di 





Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan menyadari masih 
terdapat banyak kekurangan yang menjadikan agak terhambatnya proses pelaksanaan 
praktik kerja lapangan di Pengadilan Pajak ini. Situasi seperti ini sebaiknya dikoreksi 
agar tidak menyebabkan kesalahan yang berulang dan juga sebagai sarana untuk 
memperbaiki serta  meminimalisir kekurangan dalam pelaksanaan praktik kerja 
lapangan yang akan datang.  
Maka saran yang dapat praktikan berikan antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa Selanjutnya 
a. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya 
diharapkan lebih aktif untuk bertanya kepada senior yang telah menjalankan 
praktik kerja lapangan sebelumnya, agar tidak kesulitan dalam mencari 
tempat praktik kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.  
b. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan hendaknya lebih 
mengenal kemampuannya sendiri di bidang apa yang paling diminati, lalu 
kemudian mulai memilih dan mencari instansi atau perusahaan apa yang 
sekiranya dapat dijadikan praktik kerja lapangan sesuai dengan minatnya 
masing-masing.masing 
c. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya 
disarankan untuk mempersiapkan diri, tidak hanya dalam hal teori-teori 




kerja apa yang akan dilaksanakan pada tempat PKL. Sehingga pada saat 
pelaksanaan praktik kerja lapangan, mahasiswa telah memiliki pengetahuan 
yang cukup atas sistem kerja dan pelaksanaan kerja 
d. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya 
diharapkan banyak berlatih komunikasi dan lebih meningkatkan rasa percaya 
diri. Karena dalam dunia kerja, sangat dituntut untuk dapat berkomunikasi 
dengan baik sehingga hubungan kerjasama dalam pekerjaan dapat berjalan 
dengan baik 
 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan sebaiknya Universitas Negeri 
Jakarta memberikan arahan dan pengetahuan terlebih dahulu sebelum 
pelaksanaan praktik kerja. 
b. Pembagian dosen pembimbing PKL sebaiknya dilakukan pada saat akan 
dilaksanakannya praktik kerja, agar mahasiswa mampu bekerja sekaligus 
menyusun laporan PKL dengan bimbingan dosen pembimbing di kampus dan 
pembimbing di tempat PKL. 
c. Memperbaharui kurikulum yang digunakan pada perkuliahan sesuai dengan 
kebutuhan di dunia kerja, sehingga mahasiswa yang akan melaksanakan 
praktik kerja lapangan memiliki pengetahuan juga wawasan terbaru sesuai 




d. Meningkatkan hubungan baik dengan perusahaan atau instansi pemerintah 
agar mempermudah mahasiswanya dalam mendapatkan tempat praktik kerja 
lapangan 
 
3. Bagi Pengadilan Pajak 
a. Memberi arahan dan pelatihan kepada mahasiswa yang melaksanakan PKL 
dengan jelas sehingga mahasiswa yang PKL di Pengadilan Pajak bukan 
hanya mendapat pengalaman bekerjs tetapi juga dapat ilmu baru yang belum 
mereka dapatkan di bangku perkuliahan  
b. Pengadilan Pajak Jakarta Pusat sebaiknya terus bekerja sama dengan 
universitas-universitas agar pelaksanaan program PKL dapat berjalan dengan 
lancar sehingga turut membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. 
c. Kurangnya pelaksana di setiap Majelis menyebabkan apabila seorang 
pegawai cuti/tidak hadir pada saat harsinom, pegawai lain akan mengerjakan 
hal lain diluar jobdesk nya. Sebaiknya Pengadilan Pajak menambahkan 
pelaksana pada setiap Majelis sehingga tidak menyebabkan terjadinya 
penumpukan tugas harian yang dilakukan oleh pegawai tersebut. 
d. Pemerintah patut mempertimbangkan untuk membentuk Pengadilan Pajak di 
kota-kota besar lainnya, agar penanganan perkara sengketa pajak tidak 
memusat di satu kota. Selain itu, agar Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat bisa 
lebih fokus untuk penyelesaian sengketa karena telah terbaginya kasus-kasus 
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Lampiran 15 – Lembar Konsultasi 
 
 
